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Abstract

The purpose of this study is to analyze the role of mediators in the me-
diation process for efforts to settle civil cases and examine the obstacles
faced by mediators in mediating efforts to resolve civil cases. This re-
search is an empirical legal research because it identifies the role of
mediator. The results show that the effectiveness of the mediator's role
in the settlement of civil cases in the Pasuruan District Court has been
running well. Mediators consisting of judges and substitute clerks can
bridge, reconcile and mediate the problems of the two disputing parties.
Based on data in the field, the obstacles that cause failures in the media-
tion process are as follows: mediators are still not proactive in carrying
out mediation tasks, among others; the disputing parties, outside medi-
ators do not understand the mediation procedure in accordance with
applicable requlations, there are often disagreements between the dis-
puting parties because they focus on winning and losing alone, not a
win-win solution for the common good. The mediator must really un-
derstand his role as a mediator so that deadlocks or obstacles are not
found in the mediation process.

Abstraks

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran mediator da-
lam proses mediasi penyelesaian perkara perdata dan kendala yang
dihadapi oleh mediator dalam penyelesaian perkara perdata. Penelitian
ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasilnya menunjukkan
bahwa efektivitas peran mediator dalam penyelesaian perkara perdata
di PN Pasuruan telah berjalan dengan baik. Mediator terdiri dari ha-
kim dan panitera pengganti dapat menjembatani, mendamaikan dan
memediasi permasalahan kedua belah pihak yang bersengketa. Ber-
dasarkan data di lapangan, hambatan yang menyebabkan masih
adanya kegagalan dalam proses mediasi adalah sebagai berikut:
mediator masih kurang proaktif dalam menjalankan tugas mediasi
antara lain; pihak yang bersengketa, mediator dari luar kurang
memahami prosedur mediasi yang sesuai dengan peraturan yang
berlaku, sering terjadi ketidaksepakatan antara pihak yang bersengketa
karena berfokus pada menang kalah semata bukan win-win solution
demi kebaikan bersama. Mediator harus benar-benar memahami
perannya sebagai mediator agar tidak ditemukan deadlock atau kendala
pada proses mediasi.
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1. Pendahuluan

Kedudukan peradilan sebagai pelak-
sana kekuasaan kehakiman dalam negara
hukum mempunyai peran sebagai katup
penekan (pressure valve) terhadap setiap pe-
langgaran hukum dan ketertiban masya-
rakat (Lubis, 2019; Nasution & Suranta, 2012
dan Bintoro, 2010). Sehingga peradilan ma-
sih diandalkan sebagai badan yang ber-
fungsi dan berperan menegakkan kebenaran
dan keadilan (Tayib, 2021 dan Harahap,
2005). Berkaitan dengan penyelesaian hu-
kum yang berlaku di Indonesia, khususnya
dalam bidang hukum acara perdata terkait
dengan penyelesaian sengketa perdata
melalui perdamaian mediasi. Istilah mediasi
(mediation) pertama kali muncul di Amerika
pada tahun 1970-an. Di California proses ini
lebih dikenal dengan istilah Alternative
Dispute Resolution/ADR dan baru dipraktek-
kan pada tahun 1979 (Saifullah, 2007).

Pada dasarnya munculnya mediasi
secara resmi dilatarbelakangi adanya realitas
sosial dimana pengadilan sebagai satu-satu
lembaga penyelesaian perkara dipandang
belum mampu menyelesaikan perkaranya
sesuai dengan harapan masyarakat. Kritik
terhadap lembaga peradilan disebabkan an-
tara lain penyelesaian jalur litigasi pada
umumnya lambat, pemeriksaan sangat for-
mal (formalistic), sangat teknis (technically),
dan perkara yang masuk pengadilan sudah
overload (Junaidi, 2007).

Dasar hukum yang dipakai saat ini
adalah PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang
prosedur mediasi di Pengadilan. Salah satu
contoh kasus yang menyebabkan kegagalan
dalam mencapai kesepakatan damai pada
pelaksanaan mediasi perkara tanah di Pe-
ngadilan Negeri Ambon disebabkan oleh
substansi Peraturan Mahkamah Agung Re-
publik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan itu
sendiri. PERMA Mediasi ini belum me-
ngatur secara tegas mengenai akibat hukum
apabila tidak tercapainya kesepakatan da-
mai dalam proses mediasi yang dilakukan.

Sehingga mediasi yang dilakukan hanya
dianggap formalitas belaka yang berakibat
pada gagalnya pencapaian kesepakatan
damai dalam mediasi (Ardy et al., 2018)
Mediator adalah pihak netral yang
membantu para pihak dalam proses pe-
rundingan guna mencari berbagai kemung-
kinan penyelesaian sengketa (Ompusunggu,
2020) dan (Nasution & Suranta, 2012). Na-
mun, kenyataan di lapangan tidak seperti
yang diharapkan. Ada beberapa permasa-
lahan yang muncul saat mediator melak-
sankan mediasi. Kegagalan itu meliputi:
kegagalan pelaksanaan prosedur mediasi
disebabkan oleh dominasi motivasi dan pe-
ran advokat atau kuasa hukum yang lebih
cenderung mengarahkan penyelesaian seng-
keta melalui jalur litigasi, dan kurangnya
kecakapan dan dedikasi hakim, hal ini di-
buktikan dengan gejala perilaku hakim yang
tidak sungguh-sungguh memberda-yakan
Pasal 130 H.LR. untuk mendamaikan para
pihak yang bersengketa (Kusano, 2008).
Beberapa faktor yang mempengaruhi
tercapainya kesepakatan perdamaian para
pihak dalam mediasi di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dan Jakarta Timur: (1) pen-
tingnya pemahaman pihak yang terlibat da-
lam mediasi tentang prosedur pelaksanaan
mediasi berdasarkan PERMA di penga-
dilan, (2) mediator harus memahamai tugas-
tugas dalam menjalankan mediasi, (3) ek-
sistensi dan kemauan para pihak dan kuasa
hokum (Untoro dan Fatimah, 2014)
Berdasarkan data di PN Jakarta Pusat
Tahun 2012 dari 587 perkara perdata yang
masuk, hanya 9 perkara yang berhasil untuk
dimediasi oleh mediator. Lima puluh persen
perkara yang masuk berakhir gagal unntuk
dimediasi bahkan tidak dapat dimediasi
sama sekali. Faktor-faktor yang menyebab-
kan kurang maksimalnya mediasi yaitu
Peraturan Mahkamah Agung tentang medi-
asi, hakim mediator, para pihak, kuasa hu-
kum. Peraturan Mahkamah Agung yang di-
gunakan yakni PERMA No 1 Tahun 2008
yang telah diperbaharui oleh PERMA No. 1
2016 masih belum optimal secara substansi,
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kurangnya kemampuan hakim sebagai me-
diator, tidak ada iktikad baik untuk berda-
mai dari para pihak yang bersengketa dan
kuasa hukum kurang mampu memfasilitasi
klien mereka, menjadi penyebab utama keg-
agalan tersebut.

Selanjutnya proses mediasi perkara
perdata di Pengadilan Negeri Pasuruan di-
pengaruhi oleh kinerja mediator dalam men-
jalankan tugas mediasi. Hambatan yang
menyebabkan masih adanya kegagalan da-
lam proses mediasi adalah sebagai berikut:
mediator masih kurang proaktif dalam
menjalan tugas mediasi diantara pihak yang
bersengketa, mediator dari luar kurang
memahami prosedur mediasi yang sesuai
peraturan yang berlaku, sering terjadi ke-
tidaksepakatan antara pihak yang berseng-
keta karena berfokus pada menang kalah
semata bukan win-win solution demi keba-
ikan bersama.

Mediator sebagai penengah dalam
proses mediasi memiliki peranan yag sangat
penting dalam mendamaikan para pihak
yang bersengketa. Seperti dipaparkan di PN
Kabanjahe. Seperti dikutip oleh penulis di
halaman resmi PN Kabanjahe yakni peran
mediator hanyalah membantu para pihak
dengan cara tidak memutus atau memaksa-
kan pandangan atau penilaiannya atas ma-
salah-masalah selama proses mediasi ber-
langsung kepada para pihak. Mediator wajib
mempersiapkan usulan jadwal pertemu-
an mediasi kepada para pihakuntuk dibahas
dan disepakati. Permasalahan hukum yang
akan dianalisa dalam penelitian ini adalah
bagaimana peran mediator dalam mena-
ngani beberapa kasus di Pengadilan Negeri
Pasuruan, dan apa kendala yang diha-dapi.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam pene-
litian ini adalah hukum yuridis empiris, yai-
tu dengan cara mengambil data langsung di
lapangan dan mengkajinya dengan pera-
turan hukum yang mendasari penelitian ini

(Marzuki, 2017). Data primer dilakukan me-
lalui wawancara, hukum positif yang berkai-
tan dan data sekunder melalui beberapa bu-
ku dan jurnal penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengangkatan mediator sangat tergan-
tung pada situasi dimana mediasi dijalan-
kan. Bila mediasi dijalankan oleh lembaga
formal seperti pengadilan maupun lembaga
penyedia jasa mediasi, maka pengangkatan
mediator mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan. Sedangkan mediator
yang berasal dari anggota masyarakat, maka
pengangkatan mediator tidak mengikat de-
ngan ketentuan aturan formal. Prinsip uta-
ma untuk pengangkatan mediator adalah
harus memenuhi persyaratan kemampuan
personal dan persyaratan yang berhubungan
dengan masalah sengketa para pihak
(A'yuni et al., 2020; Putri et al., 2020;
Karmuji, 2016 dan Otaya, 2014). Mengingat
peran mediator sangat menentukan efektivi-
tas proses penyelesaian sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor
01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan sebagai petunjuk teknis dalam
proses penyelesaian suatu perkara mengatur
bahwa majelis hakim wajib memulai proses
pemeriksaan perkara dengan memberi kes-
empatan kepada para pihak untuk mela-
kukan mediasi. Majelis bertugas memberi
arahan kepada para pihak tentang prosedur
dan pentingnya mediasi bagi para pihak,
untuk itu para pihak atas dasar arahan dari
Ketua Majelis memilih seorang mediator
yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan
untuk melakukan rangkaian kegiatan proses
mediasi dan Ketua Majelis yang menangani
perkara tersebut wajib menunda sidang un-
tuk memberi kesempatan kepada mediator
dan para pihak untuk menjalani proses me-
diasi (Abbas, 2009).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pe-
ngadilan. Pengertian mediasi disebutkan da-
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lam Pasal 1 ayat 1, mediasi adalah cara
penyelesaian sengketa melalui proses pe-
rundingan untuk memperoleh kesepakatan
para pihak dengan dibantu oleh Mediator.
Peneliti melakukan wawancara kepada dua
hakim dan satu panitera pengganti. Peneliti
memberikan pertanyaan mengenai efektivi-
tas peran mediator dalam penyelesaian
perkara di PN Pasuruan. Dua hakim terse-
but memiliki sertifikat karena peran media-
tor dalam penyelesaian sengketa tanah me-
lalui mediasi bagi mediator di Pengadilan
Negeri wajib memiliki sertifikat mediator
sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Hakim pertama menyatakan efekti-
vitas peran mediator dan kewenangannya
sudah diatur sedemikian rupa di PERMA
oleh MA. Bahkan dampak peran mediator
sangat besar agar damai dan tidak perlu
persidangan. Selain itu narasumber pertama
atau hakim pertama menyatakan bahwa
peran mediator juga menjembatani kedua
belah pihak yang bersengketa serta mem-
berikan win-win solution. Mediator harus
aktif agar mediasi dapat berjalan dengan
lancar, namun apabila di perjalanan tidak
menemukan solusi atau deadlock, mediator
harus mampu memediasi kembali. Peran
serta hakim sebagai mediator sangat ber-
pengaruh.

Dalam hal proses mediasi, hakim
sebagai Mediator tidak mempunyai kewe-
nangan untuk memutuskan suatu perkara
layaknya sidang dalam pengadilan (litigasi).
Dalam hal ini peran seorang mediaor dalam
proses mediasi terbagi menjadi dua, yakni:
apakah hanya sebagai fasilitator yang me-
ngatur kelancaran suatu proses medasi (fa-
cilitative approach) atau bisa memberikan su-
atu saran dan pertimbangan hukum kepada
para pihak yang bersengketa (evaluative
approach) (Fatahillah, 2012).

Narasumber kedua masih bersumber
dari hakim yang berperan sebagai mediator.
Efektivitas peran mediator menurut nara-
sumber kedua tidak efektif kalau tidak di-
dukung pihak yang bersengketa. Mediator
berperan sebagai jembatan atau mengolah

forum, mengarahkan, dan memberikan pe-
ngertian. Fungsi utama mediator adalah
mempertemukan kedua belah pihak agar
saling mengerti satu sama lain namun jika ti-
dak beriktikad baik karena pihaknya tidak
mau berdamai. Apabila tidak menemukan
win-win solution diserahkan kepada majelis
hakim karena keadilan bersifat subjektif.

Mediasi di Pengadilan Negeri Pasuru-
an yang diambil dari Kantor Pengadilan Ne-
geri Pasuruan di Bulan Maret Tahun 2021,
berikut adalah data mediasi dari tahun 2018-
2020 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Data Mediasi di PN Pasuruan

Mediasi

No  Tahun Berhasil = Gagal Jumlah

1 2018 2 28 30

2 2019 4 26 30

3 2020 3 19 22
Jumlah 9 73 82

Tabel 1 mengindikasikan bahwa 73
kasus berakhir gagal saat mediasi. Hal ini
didukung oleh dua faktor yakni faktor in-
ternal dan eksternal atau pihak yang ber-
sengketa dan mediator yang gagal menjem-
batani kedua belah pihak. Keberhasilan pe-
laksanaan prosedur mediasi di pengadilan
dipengaruhi oleh hakim dan advokat atau
kuasa hukum (Arkhan, 2021; Kurniyana &
Nizar, 2021; Kiayi & Suleman, 2020;
Rahmah, 2019 dan Untoro dan Fatimah,
2014).

Ada yang berpendapat bahwa kega-
galan pelaksanaan prosedur mediasi dise-
babkan oleh dominasi motivasi dan peran
advokat atau kuasa hukum yang lebih cen-
derung mengarahkan penyelesaian seng-
keta melalui jalur litigasi. Ada juga yang
berpendapat bahwa kegagalan pelaksanaan
prosedur mediasi di pengadilan disebabkan
oleh kurangnya kemampuan, kecakapan
dan dedikasi hakim. Bahkan Mahkamah
Agung sendiri mensinyalir adanya gejala
perilaku hakim yang tidak sungguh-sung-
guh memberdayakan Pasal 130 H.L.LR. untuk
mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
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Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Ta-
hun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, maka jenis perkara yang wajib
dilakukan mediasi adalah semua sengketa
perdata yang diajukan ke Pengadilan terma-
suk perkara perlawanan (verzet) atas putus-
an verstek dan perlawanan pihak berperkara
(partij verzet) maupun pihak ketiga (derden
verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini me-
nimbulkan banyak kendala saat proses me-
diasi oleh mediator. Peneliti mengajukan
pertanyaan kedua kepada ketiga narasum-
ber terkait kendala yang dihadapi oleh me-
diator dalam mediasi upaya penyelesaian
perkara perdata.

Kendala atau hambatan yang ditemui
oleh narasumber pertama selaku mediator
adalah susahnya menggali informasi pada
kedua pihak yang bersengketa ataupun sa-
lah satu dari mereka tidak dapat memberi-
kan informasi yang jelas. Sebagai mediator
juga harus sabar menghadapi sisi egosentris
para pihak yang bersengketa pada saat me-
diasi.

Narasumber = kedua  menyatakan
bahwa PERMA 2016 mediasi berjalan 30 hari
kerja atau diperpanjang 30 hari lagi sesuai
persetujuan majelis hakim yang menye-
babkan waktu mediasi menjadi singkat dan
ini menimbulkan kendala-kendala. Ego para
pihak yang bersengketa juga menjadi kenda-
la walaupun mediator telah berusaha untuk
memberikan pengetahuan ataupun pence-
rahan. Hal ini tidak tercapai jika pihak yang
bersengketa tetap ingin menjalani persi-
dangan. Kendala yang dihadapi oleh medi-
ator dalam mediasi upaya penyelesaian per-
kara perdata terutama terjadi pada saat
mereka memasuki fase berpikir, para pihak
yang bersengketa terkadang tersulut emosi-
nya dan menuntut untuk pihak lawan pada
saat mediasi segera dibayar tidak sesudah
mediasi.

Narasumber ketiga menjelaskan bah-
wa ada tiga hal yang menjadi kendala saat

prosesi mediasi. Pertama; Ego para pihak
yang bersengketa, terkadang seorang me-
diator tidak dapat mengendalikan para pi-
hak walaupun mediator sudah memberi pe-
mahaman ataupun pengertian. Kedua;
ketika para pihak sudah menyatakan damai
tetapi salah satunya tidak menjalankan atau
melaksanakan apa yang sudah disepakati.
Ketiga; pengaruh dari pihak luar selain dari
pihak mediasi seperti keluarga ataupun
orang-orang yang kedua belah pihak kenal.

Keberadaan mediator sebagai pihak
ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan
(trust) yang diberikan para pihak untuk
menyelesaiakan sengketa mereka. Keperca-
yaan ini lahir karena para pihak berang-
gapan bahwa seseorang dianggap mampu
untuk menyelesaikan masalah yang sedang
mereka hadapi. Kepercayaan seperti inilah
yang menjadi faktor penting bagi mediator
sebagai modal awal dalam menjalankan
proses mediasi (Riyanto, 2018; Asnawi, 2017;
Kusen, 2016 dan Adrian, 2011).

Hal demikian apabila tidak diarahkan
untuk memfokuskan pada kepentingan ber-
sama, akan berakibat pada proses mediasi
yang tidak efektif dan bahkan dapat beraki-
bat pada kegagalan. Mediasi tidak efektif
dan lebih sulit untuk digunakan ketika: bar-
gainer tidak memiliki pengalaman, terdapat
banyak isu dan pihak-pihak tidak menyetu-
jui isu yang terjadi prioritas, pihak-pihak
tidak memiliki keterikatan yang kuat pada
posisi mereka masing-masing, emosi yang
kuat, pihak-pihak memiliki nilai sosial yang
berbeda, pihak-pihak memiliki ekspektasi
yang sangat berbeda. Titik resistensi pihak-
pihak tidak overlap dan mediasi memakan
waktu daripada proses arbitrase (Djumardin,
2015 dan Nasution & Suranta, 2012). Ber-
dasarkan penjelasan di atas dapat diketahui
bahwa tidak efektifnya suatu mediasi di-
pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain;
faktor penegak hukum, faktor masyarakat
dan faktor kebudayaan (Bustamar, 2017 dan
Sukresno, 2012)

39 | MLJ Volume 2 Nomor 1 2021



Peran Mediator Dalam Proses Mediasi: Upaya Penyelesaiaan Perkara Perdata
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pasuruan)
Ristiana Dewi

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan diatas maka
dapat disimpulkan sebagai berikut: Peran
mediator dalam penyelesaian perkara per-
data di PN Pasuruan cukup efektif. Mediator
terdiri dari hakim dan panitera pengganti
dapat menjembatani, mendamaikan dan
memediasi permasalahan kedua belah pihak
yang bersengketa. Pada dasarnya seorang
mediator berperan sebagai “penengah” yang
membantu para pihak untuk menyelesaikan
perselisihan yang dihadapinya. Sedangkan
kendala yang dihadapi adalah waktu media-
si yang kurang, sisi egosentris kedua belah
pihak yang bersengketa, pengaruh pihak
luar dan pentingnya peran mediator dalam
memfasilitasi kedua pihak yang bersengke-
ta. Ada tiga faktor utama yakni faktor pe-
negak hukum, faktor masyarakat dan faktor
kebudaayan yang menyebabkan masih ku-
rang efektifnya peran mediator dalam upaya
menyelesaikan perkara.
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